GUBERNUI&{ LAMPUNG

KEPUTUSAN CUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ,;1/4; /V.14/HK/2017

TENTANG

PE-TABAT PENGELOLA INFORMASI DJ‘&N DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG
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Mengingat
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GLU BERNU'xiR LAMPUNG,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

N

3 Tahun 2017 teatang Pedoman Pengelclaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pejabat Pengelola
Informasi Daerah dan sesua:r dengan ketentuan Pasal S
Peraturan Daerah I’ rovinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik, telah ditetapkan
Keputusan Gub TRt Lampung Nomor:
G/225/111.07 /HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Frovinsi Lampung;
t

. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaumana di.naksud

pada ‘huruf a tersebut di atas, perlu meninjau kembal
Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G/225/111.07/HK/2016 tentang P :jabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Provinsi Lampung, dikarenakan adanya
perubanan susunan personalia dan ketentuan, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomoer 3 Tahun 2017 maka,
Keputusan Gubernur dimaksud, perlu menetapkan kembali
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi
Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

. Undang-Undang |Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informas1 Publik;

3 Undan_g-bndang N)mor 25 Tahun 2009 tentang Pelaycman

Publik;

. Undang-Undang Ngmor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bcberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

. Peraturan Menteri Ncgara Pendavagunaan Aparatur Negdm

Nomor PER/12/MJPAN/18/Tehun 2007 tentang Pedoinan
Umum Hubungan| Masyarakat di Lingkungan Instansi
Pemerintah; :

. Peraturan Menteri! Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman ; Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Keménterian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;-
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Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik;
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8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Deerih
Provinsi Lampung; .

MEMUT USKAN:

KEPUTUSAN GUBERl’IUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG.
i

Pejabat Pengelola -Informasi dan [Jokumentasi® Pemerintah
Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Iniormasi dan Dokumentasi terdiri dari
Pejabat Pengeiola Informasi dan Dokumentasi Utama dan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Pejabat Pengelola ]Enformasi dan Dokumentasi Utama
sebagaimana dimaksid- dalam Diktum Kcdua, mempunyai
tugas sebagai berikut: |

a. menyusun dan melaksanakan kebijjakan informesi dan
dokumentasi;

b. menyusun laporar pelaksanzan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

¢ mengoordinasikan | dan mengonsoclidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
i +

memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

d. menyimpan, mer.dokumentasikan, =~ menyediakan, dan

. i§.. il . .
e. melakukan verifikasi bahan infcrmasi dan dokumentasi
punblik;

f. melakukan uji %konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

g. melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi;

l

h. menyediakan inforimasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat; |

1. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dau
monitoring atas pelaksanaan kesbijakan informasi dan
dokumentasi yang Hilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan ra;:gat koordinasi dan rapat kerja secara

berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan inforfmasi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan; menugaskan PPID Pembantu dan/atau
Pejabat Fungsional untuk rmengumpalkan, mengelola,
memelil wra informasi dan dokumentasi; dan

. membentuk tim fasilitasi pernanganan sengketa informasi
yvang ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Daerah.

i
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam Dikturn Kedua, mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. membantu PPID  Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan irformasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama cilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atan
sesuai kebutuhan:

i - . .
c. melaksanakan keliijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fuingsinya,;

d. menjamin ketersecian dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi. pemohion informasi secara cepat, tepat,
berkualitas denzan  mengedepankan  prinsip-prinsip
pelayanan prima; |

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan
data lingkup koniponen dilingkungen Perangkat Daerah
dilingkungan Pemcfrintah Provinsi Lampung menjadi bahan
informasi publik;_o‘;an

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
: H .
secara berkala dan sesuai kebutuhan.
|

Pejabat Pengelola IniLormasi dan Dokumentasi dan Pejabat
Pengelola Informasi ‘ dan Dokumentasi Pembantu dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional
Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis dan Pejab:*
Fungsional lainnya dihf»idang Dokumentasi dan Informasi.

Dalam hal terjadi fsengketa terkait dengan pelaksanaan
tugasnya, Pejabat Perﬁtgelola Informasi dan Dokumentasi dan
Pejabat Pengelola Irformasi dan Dokumentasi Pembantu
melaporkan kepada Tiin Pertimibangan Pelayanan Informasi.

Dalam meleksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sckretaris Daerah Provinsi Lampung.

Biaya yang dikeluark:;m akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi La‘;.mpung.

Dengan ditetapkann}%’a Kepuh.wan ini, maka Keputusan
Gubernur Lampung Nomor: G/225/111.07/HK/2016
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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i _ESEPULUH ‘@ Keputusan ini mulai beilaku pada tanggal ditetapkan, dengan
i ketentuan apabila d1 kemudian hari ternyata ierdapat
| p y p

kekeliruan dalam keoutuoan in1 akan diadakan pembetulan
x sebagaimana mestmyd
|

)
‘ ‘; Ditetapkan di Telukbetung
3 pada tanggal 2u Mel 2017

i
1

GUBERNUR LAMPUNG,

Tembusan: :
Ketua DPRD Provinsi Lampung di Te'ukbetung;
‘nspektur Provinsi Lampung di Bandar Lémpung;
xepala Bappeda Provinsi Lampung di Telikbetung;
<cpala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
«epala Biro Humas dan Proto. ol Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
«cpala Biro Hukum Setda Pro sinsi Lampung di Telukbetung;
viasing-masing anggota yang bersangkutan.

|
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LAMPIRAN : KEPUTUS2N GUBERNMUR LAMPUNG
NOMOR  :G/2£( /V.14/HK/2C17
i | TANGGAL : 24 Mei 2017
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SUSTUNAN PERSONALIA PEJABAT PDNG‘;ELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PR;OVINSI LAMPUNG

!

|

“:mbina li. Gubernur Lampung

L .

2. Wakil Gubernur Lampung
s1asan Pejabat Pengelola . Sekretaris-Daerah Provinsi Lampung
;Jormasi Publik
[I' 7:jabat Pengelola Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

' ormasi Dokumeniasi dan Statistik Provinsi Lampung

I
“jebat Pengelola Informasi dan Ihspekiur, Sekretaris DPRD, Kepala
sokumentasi Pembantu Dinas/Badan/Biro

GUBERNUR LAMPUNG,
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